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BAB III 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah mengenai pelayanan publik di 

Kota Palangka Raya sebagian besar masih berdasarkan pada informasi yang 

berasal  dari laporan masyarakat. Dengan adanya laporan dari masyarakat maka 

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pengawasan 

terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila ditemukan pelanggaran pelayanan 

publik. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat maka Ombudsman Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melakukan tindakan-tindakan apabila 

terjadi pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya adalah sebagai 

berikut : 

1. Hambatan dari segi peraturan 

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ombudsman Daerah 

Provinsi kalimantan Tengah tidak memberi kekuatan hukum mengikat 
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terhadap rekomendasi dari Ombudsman Daerah Provinsi kalimantan 

Tengah. 

2. Hambatan dari segi sumber daya manusia. 

Ombudsman Daerah masih kekurangan sumber daya manusia untuk 

melakukan penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada 

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Hambatan dari segi sarana dan prasarana. 

Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Ombudsman 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.  

4. Hambatan dari segi geografis.  

Di Provinsi Kalimantan Tengah banyak daerah terpencil yang sulit untuk 

dijangkau karena akses jalan sangat sulit untuk dilalui, sehingga 

menyulitkan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan untuk 

melaksanakan tugasnya di daerah lain. 

Upaya yang dilakukan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik adalah  sebagai berikut : 

1. Hambatan dari segi peraturan 

Upaya untuk mengatasinya, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah melakukan pemantauan secara terus menerus rekomendasi yang 

dikeluarkannya sampai aparatur pemerintah melaksanakan rekomendasi 

tersebut. selain itu, bagi aparatur pemerintah yang tidak melaksanakan 
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rekomendasi, maka Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

akan melaporkan hal tersebut kepada atasan dari aparatur pemerintah yang 

bertujuan agar aparatur pemerintah melaksanakan rekomendasi dari 

Ombudsman Daerah. 

2. Hambatan dari segi sumber daya manusia. 

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya 

memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada Ombudsman Daerah 

tersebut serta berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya 

manusia. Selain itu, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

melakukan studi banding dan kerjasama dengan Lemba Ombudsman 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) yang tujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di 

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Hambatan dari segi sarana dan prasarana 

Walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus melaksanakan 

kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan penanganan kasus 

pelanggaran pelayanan publik. Hal ini, agar masyarakat terjauh dari 

tindakan sewenang-wenang oleh aparatur pemerintah. 

4. Hambatan dari segi geografis 

Dalam mengatasi hambatan dari segi georafis Ombudsman Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah berencana membuat kantor perwakilan di 

daerah dan menggunakan alat komunikasi yang ada di Ombudsman 
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Daerah, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran 

pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.  

B. Saran 

1. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2007 

Tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan 

menambahkan aturan mengenai batas waktu rekomendasi harus dilaksanakan 

dan upaya untuk memaksa aparatur pemerintah melaksanakan rekomendasi 

dari Ombudsman Daerah Provinsi kalimantan Tengah. 

2. Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih banyak lagi 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang latar belakang 

pembentukan, tugas, fungsi, tujuan, serta wewenang dari Ombudsman Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah dan juga berisi tata cara bagaimana mengajukan 

laporan kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak 

hanya dengan menyebarkan brosur-brosur saja tetapi juga dengan melakukan 

seminar kepada masyarakat dan mengadakan suatu acara yang dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui apa itu Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih banyak 

melakukan pengawasan atas prakarsa atau inisiatif sendiri terhadap aparatur 

pemerintah, tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. 
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